BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2015, perlu metetapkan Peraturan
Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

1.

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahn 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);




~Undang Undang Nomor 25. Tahun 2004 tentang Sistem - -
~Perencanaan- Pembangunan Nasional: (Tambahan Lembaran -«
~ Negara Repubhk ‘Indonesia ' Tahun 2004 Nomor 104,
: ;‘Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 442 1);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
' Perimbangan - Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia

‘Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indones1a Nomor 4438) -

Undang Undang Nomor 28 'Tahun - 2009 tentang Pajak -

- “Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik =
'gIndonema Tahun- 2009 ‘Nomor 139, Tambahan Lembaran4 LA
o Negara Repubhk Indones1a Nomor 4438), ;,‘ s

10.
L Pemermtahan Daerah (Lembaran ‘Negara Republlk Indonesia -
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan ! Lembaran Negara
' Repubhk Indonesm Nomor 5587); o ‘

1L

Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun. 2014 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang -
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

L ',‘Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

; - Nomor 44 16) sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan -
o Pemerlntah Nomor 37 Tahun 2005 tentang ‘Perubahan Atas

" Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan -

Protokoler dan Keuangan. Pimpinan dan Anggota DPRD e

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor .

- 12,

94, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor
454OL ‘ : :

Peraturan Pemenntah ‘Nomor 23 Tahun 2005 tentang

S qungelolaan Keuangan ‘Badan Layanan Umum (Lembaran
-..Negara Repubhk ‘Indonesia Tahun - 2005 Nomor 48,

 Tambahan Lembaran Negara Repunbhk Indonesm Nomor' ; } e

4502);

14

Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang S
Standar Akuntansy Pemerlntahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesm Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Repunblik Indones1a Nomor 4503); B

Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

- Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

wf”,:‘T‘Repunbhk Indonema Nomor 4574); . -
15.

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tabhun‘2005 tentang S1stem :
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara - Republik

 Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaranri
o Negara Repunbhk Indone31a Nomor 457 6),

: g 16

Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

;Indonesm Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

i \:Negara Repubhk Indones1a Nomor 4578), S




Merietapkan

17.

Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang( &
Pedoman - Penyusunan dan Penerapan’ Standar Pelayanan

" Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

18.

Nomor - 150, Tambahan Lembaran Negara ; Repunbhk
Indonesia Nomor 4585); o : :

‘Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

‘ Pelaporan Keuangan ‘dan  Kinerja Instan31 Pemerintah

(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- .25, Tambahan Lembaran Negara Repunbhk Indonesm Nomor

?,4614L
e

20.

21.

221

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah' o
Y (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2009 Nomor. e
_'"03) i , S

~23.

Peraturan Pernermtah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara ‘Pemberian dan. Pemanfaatan - Insentlf Pemungutan
Pajak Dsaerah ‘dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara -
Republik. Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, . Tambahan'
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5161) -

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
tentang - Pedoman _ Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; '

Peraturan ‘Menteri ‘Dalam Negerl Nomor 37 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran- Pendapatan dang

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun

Peraturan Daerah ' Kabupaten Bengkahs " Nomor 1

Tahun 20 14 ‘tentang Anggaran Pendapatan dan BelanJa
Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran 20 15 '

’ MEMUTUSKAN

. PERATURAN "BUPATI 'BENGKALIS TENTANG PENJABARAN .
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN o

BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

i Pasal 1

) i

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

' ~~2015 terd1r1 atas

R
T
1

1. Pendapatan SR S S

a. Pendapatan As11 Daerah - | Rp. 337 2‘8'7’0’17 893, ‘16‘ 2
b Dana Per1mbangan Foies 'Rp 3. 108 683 559 359 00

c. Lam lain pendapatan daerah

yang sah : o Rp. - 237 705. 323 OOO 00
Jumlah Pendapatan ~ Rp 3. 683 675.900.252, 16



2 Belan_]a ,
' 1 ‘a. Belan_]a Tldak Lansung
. 1) Belanja Pegawa1
- 2) Belanja Bunga
- .'3) Belanja Sub81d1
4) Belanja Hlbah .

4 _5) Belan_]a Bantuan Sos1al

'6) BelanJa Bag1 Hasﬂ o

o 1’7) Belanja Bantuan Keuangan:'

= o '8) BelanJa Tldak Terduga

b Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai ;‘f-’ Sl

2) BelanJa Barang dan Jasa |

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus (Deﬁ31t)
3 Pemblayaan L
a. Penerlmaan |

b. Pengeluaran = T

- Jumlah Pemblayaan Netto

Slsa Leb1h Pemblayaan Anggaran Rp

Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rlngkasan Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rp. 1, 203 814 113.468, 21
ERpai A g
. Rp 1L 652.340.735,00 -
: Rp. '{170.308.535.400,00
~ Rp. 110.008.149.400, 00
- Rp. 584 983.743.000,00
. Rp.___4.426.878.53458
o Rp.1 1.993, 3.478.860.537,79

5 ﬁp 172 331.649.062,00
' Rp. 893.783.632.559,20 f.f. o
. Rp.1.923.258102.60800 -
| ’,:_'.;‘Rp 2. 989 373.384.229, 20

"Rp a. 982 847 244.766, 99
Rp (1 299 171.344. 514 83)

- ’;1;{:-"Rp 1 299 171 344 514 83

8 280 100 000, OO

OOO

jf*‘Rp 1 299 171 344 514 83 i

sebagalmana dlmaksud dalam - Pasal 1 tercantum dalam E

Lamplran I Peraturan Bupatl ini. -
Pasal 3
- rPenJabaran 7 Aﬁggaran

i Lamplran II Peraturan Bupat1 1n1

Pasal 4

Q(l) Belan_]a‘ hlbah dalam Rlngkasan PenJabaran Anggaran
"~ Pendapatan" dan - Belan_]a ‘Daerah . Tahun ~“Anggaran 2015
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 20 dluralkan dalam

“daftar nama - penerlma alamat dan besaran aloka81 hlbah

;Tahun Anggaran 2015

Pendapatan ,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 d1r1n01 leblh lanjut dalam

dan“g Belan_]a Daerah :

I




5

(2) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah
Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Belanja bantuan sosial dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam daftar
nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial
Tahun Anggaran 2015.

(2) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan
sosial Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak termasuk bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(3) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan
sosial Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati
ini.

Pasal 6
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4

ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
g ’ y pada tanggal 16Jamuari 2015

BUPATI

W,/H. HE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Jamwari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. RHANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 190



